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ABSTRAK  

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang atau lebih. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum apabila 

memenuhi empat syarat perjanjian. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian 

tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah 

yaitu apa penyebab pembatalan perjanjian pengikatan jual beli secara sepihak oleh developer, dan 

bagaimana pertimbangan hukum di dalam Putusan Nomor 56/Pdt. GS/2020/PN.Btm. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan 

melalui proses editing dan analisis data yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian adalah 

penyebab pembatalan perjanjian pengikatan jual beli secara sepihak oleh developer disebabkan 

karena  Penggugat telah lalai dalam memberikan dokumen-dokumen persyaratan administrasi 

untuk proses KPR sebagaimana yang telah disepakati dalam Pasal 6 ayat (1) PPJB. Dengan tidak 

terpenuhinya kewajiban Penggugat maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Penggugat telah 

melanggar kesepakatan antara kedua belah pihak yang terdapat pada PPJB. Pertimbangan hukum 

yang mengatakan bahwa perbuatan pembatalan perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan 

secara sepihak oleh developer termasuk Perbuatan Melawan Hukum adalah benar dan sesuai 

dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman mengatur tentang pengembalian uang muka sebagaimana yang didalilkan oleh pihak 

Penggugat tersebut dikabulkan oleh hakim, meskipun dalam putusan ini hakim tidak 

mempertimbangkan pengembalian uang muka tersebut  
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